PROVINSI JAWA TENGAH

REPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR - 170/4/KEP/DPRD/ 2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIIUS] DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DARRAH
TENTANGY PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 1'AH UN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR | TAHUN
2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANCGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAFERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang ra.  bahwa Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahus 2023 teritang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah, Runcangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2018 tenlang Pengelolaun Barang Milik Dacrah, Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Perubuahun Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawssan
Permukiman, dun Rancangan Peraturan Dacrah tentane
Perusahaan Persernan Dacrah Bank Perckonomlan Rakyval
Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang telah sclusai dibahas
oleh Panitia Khusus;

b,  bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus
bersama dengan Perangkat Daerah lorkait serta berdasarkan
pendapart fraksi dalam Panitia Khusus, Rancanzan Peraturan
Daerah se¢bagaimana  dimaksud pada hurul a telah
mendapatkan persetujuan:

€. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksucl
pada huruf & dun huruf b, perlu menetapkan Reputusan
Dewan  Perwakilan Rakyar Daerah kabupaten Magelany
lentang Persclujuan terhadap Rancandan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2025 tentang Pajok Dacrah  dan Relribusi Dacrah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubuhan  Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tenwang Pengelolaan
Barang Milik Daerah, Rancangan Peraturan Daersh tentENy
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2022
tentang  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman, dan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perusahaan Perseroan
Daerah  Bank Perckenomian Rakyval Bank Buapas 60
kabupaten Magelatig;




PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAL KABUPATEN MAGELANG
PROVINS| JAWA TENGAH

KREPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 170/ /KER/DPRD /2025

TENTANG

PERBETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAIL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, RANCANCGIAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAT NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM UKIMAN, DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAKRAH BEABUPATEN MAGELANCG,

Menimbang v& bahwa Rancangan Peraluran Dacrah lenlang  Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 rentang Pajalk
Daerah dan Retnbusi Dacrah, Rancangan Peraturan Dacrah
tentung Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2018 lentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Runcangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Duaersh
Nomor | Tahun 2022 tentang Perumahan dun Kawasan
Permukiman, dan Rancanzan Peraturan Daerah lentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Ralvai
Bank Bupas 69 Kabupaten Magelang telah selesal dibahas
oleh Panitia Khusus!

b.  bahwa mendasarkan hasil pembahasan Panifia  KEusus
bersama dengan Perangkat Daerah terkait serta berdasarkan
pendapat fraks: dalam Paniria Khusys, Rancangan Peralurun
Daerah scbagaimana dimaksud pada  hurul a  telah
mendapatkan persetujuan;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan scbugaimans dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepulusan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Rabupalen Magelang
tentang Perselujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
lenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2023 rentang Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan  Atas
Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2018 tenrang Pengelolaan
Barang Milillk Daerah, Rancangan Peraturan Daerzh tentang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor | Tahun 2022
tenttang  Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
Rancangan Peraluran Daeral: tentang Perusahaan Perserosn
Daerab  Bank Perckonomian Rakvat Bank Buapus 69
Krbupaten Magelang,



Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan
KESATL

KEDUA

+1, Pasal 18 avatr (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 194 o

2, Undang-Undang  Nomor 13 Tuhun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Daersh Kabupaten dalum Lingkungan
Propinst Djswa Tengah sebagaimana (clah diubuh dengan
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1965 tenlang Pembentukan
Daerah Tingkal 1T Batang dengan mengubah Undang-Undang
‘Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Davrah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diawd  Tenguh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomar
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
2737,

3. UndangUndang Namor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesis
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga  Negara
Republik Indonesia Nomor S587) schagaimana lelal diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 rtentang Penctapan  Peraturan Pemerintah
Pengoanti Uﬂdang—Unr:Eang- Nomor 2 Tahun 2024 lentang
Cipla Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negari
Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1),

% Peraturan Dewsdn Perwakilan Rakyut Daerah Kabupaten
Magelang Nomor | Tahun 2004 lentang Tala Tertib Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah {(Beritea Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2024 Nomor 21):

Surat Gubernur Jawa Tengah Nemor : 100.3/597/2025
Tangeal |6 Mei 2025 Perihal ¢ Hasil Fasilitasi Rancanaan
Peraturan Dacrah Kabupaten | agelang:

MEMUTUSKAN;

' Persetujuan  rerhadap Rancangan Peraruran Daerah rentany

Perubahan Atas Peraturan Daecrah Nomor 12 Tahun 2023 tenta M
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Alas Peraturan Dacrah Nomor 5
Tahun 201% tentang  Pengelolasn  Barang  Milik Dacrah,
Rancangan Peraturan Daerah (entang Perubahan Atas Peraturan
Daeralh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perumahan dan Kawasan
FPermukiman, dan Rancangan  Peratyran Racrah  tentang
Perusahasn Perscroan Dacrah Bank Perckonomian Rakyat Bank
Bapas 59 Kabupaten Magelang,

! Persetujuan Rancangan  Peraluran  Dacrah sebagaimany

dimaksud pada dikium KESATU adalah sesuai hasil rapal Panitia
Khusus vang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyai Daerah Kabupaten Magelang ini,



KETIGA . Keputusan Dewan

Perwalilan Riakvat
Magclang ini mulai bey

Daergh Kabupaten
laku pada 1a nggal di

tetapkan,

Ditetapkan di kera Murngkid
pada tangoy 3 Junl 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/4/ KEP/DPRD /2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAD RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN
2023 TENTANG: PAJAK DAERAH DAN RETRIBLISI
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANCG
PENGELOLAAN  BARANG MILIK  DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANC
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN  DAERAL
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS A9
KABUPATEN MAGELANG

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KRABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANC PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS| DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TARHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANCG PERU MAHAN DAN
RAWASAN PERMUKIMAN, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

RANCANGAN  PERATURAN DAERAII  TENTANG  PERU BAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK TYAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

A. HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara inlernai
MmanpuUn dengan pihak Ekselurif alas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Pcraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 lentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serty memperhatikan hasi] fasilias] Gubernur
Jawa Tengah, maka Pansus I menvepakati beberapa hal sebagai berikut;

I, Rancangan Peraturan Daerah tenlang Perubahan atas Peraluran Dacraly
Nomor 12 Tahun 2023 rertang Pajak Dacruh dan Retribusi Daerah
disusun untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pembangunarn
dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magelang. Penvesuaian
ini mencakup perfuasan abjel retribusi dan penctapan tarif yvang lebih
proporsionial  guns mengoptimalkan  PAD.  Selain itu, Pemerintah
Kabupaten Magelang juga mendorong partisipasi masyaraka! dalam
pembiavaan pembangunan melalyi sistem punigutan  retribusi yang
transparan, akuntabel, dan berkualitas.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah teritang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajalk Dacrah dan
Retribusi Daerah bertujuan untuk membentuk Aturdan vang lebih efektir
dan scsuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan pajak dan retrthus




daerah. Perubahan ini dimaksudkan dgar pemungulan pajak dan
retribusi  dapat berjalan  lebih  efisien, terbuka, dan  dapat
dipn:rmnggungjawabl-;an. wnpa  menimoulkan boban vang herlebihan
bagi masyarakar atay merghambat pertumbuhan ekonomi dun inveslasi
di dacrah. Dengan adanys  perubshan ing, diharapkan PAD dapal
ditingkatkan, namun tetap menjagn kescimbangan dengan perlindungan
lerhadap kegiatan ekonomi masyarakat, Keherhasilan reeilasi ind tidak
hanva  dilihat  dari peningkatan  pendupatan, letapl  juga  dar
kemampuannva memberikan kepastian hukum, mendorong kepatiihan
masyarukat dulam membayar pajak, serta mendukung perkembangar
uszha rmelalui  pemberian insentil  vang sesuai dengan  arah
pembangunan  daerah yang berkelanjutan  dan perpithak  kepady
masyarakat,

Sasdran yang ingin diwujudkan dari penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentans Perubshan atas Peraluran Daerah Nomor |12 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencakup empat hal
utama, Pertama, melakukan penyesuaian  berdasarkan  evaluas
implementas) Perda sebelumnya agar lebih sesual dengan kondial dj
lapangan. Kedua, mengeptimalkan PAD melalui sisterm pemungutan
pajak dan retribus yang lebih tertib dan efisien. Ketiga, memperkual
penegakan sanksi dan memberikan kepastian hukum bag wajih pajalk
untuk meningkatkan kepatuban, Keempat, mendorong partisipast sublik
dalum proses perumusan dan pelaksanaan Kebiakan gung menciptakan
transparansi dan akuntabilitas,

Restrukrurisasi pajak dacrah dan rasionalisas; retribusi daeraty oleh
Pemerintah Kabupaten Magelang: dilaksanakan sebagal upavd untuk
mengurangi  bebun  masyarakal dalam memperideh akses terhadap
tayanan dasar publik, seperti layanan keschatan dan kebersihan serla
infrastruktur lainnya yang menjadi tanggung jawah pemerintah daerah
Penyesuaian ing mencakup perubahan pada strukiur tarl serta jenis
pungutan vang lidak lagi relevan, sehingga dapal menciplakan sistem
REMmUNELtan vang lebih adil dan preporsional. Di samping itu, kebijakan
Nt juga diarabkan uptuk mendukung  kemudahan  berusahs dan
menciptakan iklim investasi vang lebih kondusif, Dengan demikian,
restrukrurisasi dan rasionalisasi in diharapkan dapat memperkuat dayva
saing daerah, mendorong pertumbuhan eRkonomi, serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembiavaan pembaneunan.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnyy Pansus |

DPRD Kabtipaten Magelang telah -membahas dan menvetdjul Rancangan

Pe

raturan Dacrah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomoar 12

Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnyg
dapat dimintakan evaluusi ke Birn Hukum Provinsi Jawa Tengah,

L.

4.

Pansus | menyarankan kepady Eksckutif agar:

Mengoptimalkan Pendapatan PAD melalui pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah dengan senan Liasa mempertimbangkan kondis| ekanomi
masyarakal, Upayd peningkatan PAD periu - diselaraskan  dengan
perlindungan terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat,
agar tidak menimbulkan beban vang beriebihan,

Dalam pemungutan retribusi daernh, khusushvy yang berkaitan dengan
pelavanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak
berorientasi pada peningkatan penerimaan dagrah atau keuntungan
fiskal semata, Schaliknva, retribus tersebut hendaknyn  dima ko
sebagal instrumen untuk menjamin lersclenggaranya pelayanan pubiik
vang berkualitas, terjangkau, dan  berkeadilan.,  Oleh karcna  jru,




penciapan  taril retribusi  periu memperhatikan  asas  kepaiutan,
Kemampuan masvaraksr serts Luan utama pelavanan publik, vait
menmngkatkan kescjahteraan dan aksesibilitas  lavanan  dasar bugl

seluruh lapisan masvarakat,

C, HABIL PEMBAMASAN PASAL DEMI PASAL

I

I

Keltentizan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sehagal berilou:
Pasal 43

(1) Pemanfaatan asel Daersh sebaguimana dimaksud dalam Pasal 86
ayal (1) huruf g merupakan pemanfaaian asel Daerall yvang tidak
mengganggu penyelenggaraan lugas dan fungsi organisasi peranglos:
Daerah dan/atau optimalisasi qser Bacrah dengan tidak mengubah
status kepemilikun termasuk pemanfaatan barang milik dacrah
sesuai dengan keteniuan peraturan perundang-undangan mengenol
pengelolaan barang milik dacrah.

(2

Benruk pemanfauian barang milik daerah dan tals cara penghitUngan
besaran  taril  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang.-
undangan unruk pemanfastan barang milik daerah
berupa;

8. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b, kerja sama pemantaatan,

. bangun guna serah atau ba ngun serah guna, alau

d. kerja sama penvediaan inlrastrukiyr,

(3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: '
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yvang
lebib tinggt
b. ridalk menghambsat iklim imvestas di Daerahe dan
¢. tdak menimbulkan ekonomi biaya tingg,

(4) Pelaksanaan pemanfaatan  barang  milik daerah  sebagaimans
dimaksud padsa ayat (2) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenal pengelolaan barang milik daerah.

- Diantara avat (2) dan ayal (3) Pasal 109 disisipkarn | (Saru) avat vakni

ayat (Za) sehinggs Pasal 109 berbunyi sebagai berilenr:
Pasal 109

(1) Pemungutan Pajak dilaksanakan sesua) dengan ketentuan umum dan
tala cara pemungutan Pajak,

(2] Ketentuan umum dan tata Cara pemungutan Pajak schagaimeriy
cimaksud pada ayat (1) melipuri pengaturan TENZe N
a. pendaftaran dan pendataan:
b penetapan besaran Pajak terutang;
€. pembayaran dan penyetoran
pelaporan:
pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetupan;
pemeriksaan Pajak;
penagihan Pajak;
Keberatan:
gugalan;
penghapusan piutang Pajak oleh Bupati; dan

5
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K. pengaturan lain vang berkaitan dengan tata cara pemungytan
Pajak:

(2&) Wajily Palak MBLR vang belum membawa bukti anas: pembavaran
Pajak MBLB vang sah, pembayaran dan penveroran dilakukan seeara
langsung i Pos Pemungutan Puajak MBLE milik Pemerintah Dacrah.

14) Ketentuan lebih lanjul mengoenal taty cara pemungulan Pajak diatur
dengan Peraluran Bupati,

5. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingea herbunyl sebagal berikut,
Pasal 113

(1) Bupati atau Pejabuat vang ditunjuk dapat memberikan kerinpunan,
Pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembavaran atas pokok
dan/atay sanksi Pajak dan/atau Retribusi herdasarkan permohonan
dan/alay tanpa permohonan dari Wajib Pajak atay Wajib Retribusi

[2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembcehbasan, dun penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanks) Pajak dan/atau Retribusi
berdasarkan  permohonan scbugaimuna  dimaksiud pada ayat (1)
dengan memperhalikan kondisi Wajibh Pajak atay Wajily Rerrilhusi
dan/atau objek Pajak atay objek Rerribusi,

(3) Kondisi Waijib Pajak atau Wajib Retrilusi sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2) meliputi kemampuan membayvar Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi arau tingkat lleurditas Waijib Pajak atay Wajily Retribusi
&lau terdapar alasan lain dar Wajib Pajak atau Wajin Retribusi vang
dapal dipertangg Ingjawabkan.

(4) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimalksiud pada avat (1) melpuri
objek retribusi yang rerdampak bercanaz alam, wabah penyakit,
kebakaran, huruhars, dan /atau kerusuhan.

(5) Kondisi Objek Retribusi sebasaimana dimaksud pada avat (1) meliput
abjek retribus yang terdampak bencana alam, wabah penvalkit,
Kebakarun, huruhara, dan/atayu kerusuhan,

(6] Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penunduan
pembayaran atas pokok dan/atan sanksi Pajak dan/ateu Retribusi
tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1) berdasarkan
pertimbangan lertenty,

(7] Pertimbangan tertentu sebagaimuna dimalesud pacda aval (6) berupa:

& kepentngan duerah dalam rangka:
1. perceparan target penerimaan;
2, penggalian potens: piutang pajak;
3. peringalan hari besar nasional;
4. peringatan har ulang tahun Daerah)
3. peringatan hari penting luinnyva,
b, kebijakan pemerintah; dan/atay
. kepentingan susial kemanusinan.

(8) Ketentuan lebih lanjut Mengenal tata cara pemberian pengurangan,
keringanan, pemibebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok.
Pajak atau Retribusi diarur dalam Peraturan Bupat:.

 Ketentuan aval (1) Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berilutr,

Pasal 125
(1) Wajilh Pajak vang  karena  kealpaannys mengist 835PD BPHTR

dan/arau SPTED dengan tidak benar alau tidak lenskup atau
melampirkan keterangan yvang tdak benar Aatau tidak menyampaiksr,




sehinggs merugikan Keuangan Dacrah, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (saty) tahun atau pidand denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak lerutang vang tidak atay kurang
dibayar,

(2

Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi 88PN BPHTH dan /atay
SPTPD dengan tidak benar ataw tidek lengkap atay melampirkan
kelerangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehinggy
merugikan  Keuangan Daerah, dipidang dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banvak 4 fempat)
kali jlumiah Pajak lerutang yang tidak atay kurang dibayar,

0. Diantara Pasal 126 dun Pasal 127 disigipkan | (saru) Pasal, yvukni Pasal
1284 schingea berbunyi sebagal berikeut:

Pasal 1264

(1) Wajib  Pajak MBLB vang tidak melakukan pembavaran  dan
penyetoran secars langsung sehasaimany dimaksud dalam Pasal 104
aval (2a), dipidana dengan pidana Kurtingan paling lamy 2 (ligu)
bulan atau pidana denda paling bunyak Rpb0.000,000,00 (ima puluh
Jula rupahy),

|4) Sanksi pidana sebagaimana  dimaksud pada  dyat (1) tidak
menghilangkan kewajiban membayar pajak lerutang,

—

6. Retentuan Pasal 127 diubak sehingza berbuny sebagai berikul:

Pasal 127

Wajib  Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membavar atns
layanan yang digunakan /dinikmat;, sehingga merugikan heuangan Dacruh
dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga] bulan atay pidangy
denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribus| lerutang yang ldak
atalt kurang dibayar,

7. Ketentuan Pasal |28 diubah sehingga berbunyi subagal berileur
Pasal 128

Pejabat atay tenaga ahli yvang melanggar lurangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidany berdasarkan
peraturan perundang-undangan,

B. Kelentuan La mpiran 1 Struktur dan Besa ran Tarif Retribus] Jass Umum
meliputi!
& angka romawi | Pelayanan Kesehatan pada angka 2 RSUD Kelas O
lerdirt alas angka | Tarif Pelayanan Rawat Jalan Reguler, angka 2
Tarif Pelavanan Rawat Julun Fksckutif, ungka & Pelavanan Tindakan
Medik huruf ¢ Tarif Pelayanan Penunjang Medis sub  huruf o
Pelayanan Gizl diubah dan angka romawi | Pelavanan Kesehatan
pada angka 2 RSUD Kelas © ditambahkan ungka 7 Tarif Mediea|
Wellness:

b, angka romawi | Pelavanan Keschatan pada angka 4 Laboratorium
Kesehatan Unit Klinilk terdiri atas huru! B Unit Klinik angky romaw
Xl Pemeriksaan Narkoba, angka romawi X[V Pemeriksaan
lmunﬁs'ernlngi, angka romawi XV Pemeriksaan Micmhiotmg_i ditibah;
dan




¢. angka romawi Il Pelavanan Kebersihan terdiri atas angka 1
Pengangkutan Sampah suls angka 25 Tarl Pengumpulen dan
Pemrasesan Sampah pada TPSS {TPST/TPA dan angka 2 Penvediaan,
Penyedotan, Kakus dan/atay Pengolehan  Limbub  cair diuhah
sebagaimana (ercantum dalam Lampiran | yvang merupakan bagian
tidek terpisah dari Peraturan Daerah my,

9. Ketentuan Lampiran 11 $trukear dani Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha
meliputi:
A, angka romawi [ Taril Penyediaan Tempal Usahy Berups Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diubah:

b. angka romawi 1l Tarifl Penvediaan Tempal Khusus Parkir of Luwsr
Badan Jalan diubah,

¢. angka romawi V Tarif Pela vanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga pada dava Tarik Wisata diy bBarhy:

d. angka romawi VI Taril Perjualan Hasil Produksi Usaha Daernh
cliubah;

. angka romawi VI Taril Pemanfaatan Aset Dacrah terdiri atas huruf A
Tanah Milik Pemerintaly Daerah, hurufl B Bangunan, hurul F Bidang
Laboratorium Konstruksi, huruf ¢ Laboratorium Lingkungan, huruf H
Pusat Kesehatan Hewan diubah dan angka romaw VIT  Tarif
Pemanfaatan Aset Daeral ditambahkan huraf | Tarir Pengeunaan
Rusunawa dan huruf ) Penggunaan Peralatan Sterilisas pada RSUD,

10, Ketentuan Lampiran 1] Struktur dan Besaran Taril Retribusi Perizinan
Terteniu angka romawi | Pelayanan PBG hurufl & Indeks Prasarany
Bangunan Gedung diubah sehagaimana lercantum dalam Lampiran 11
vang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ing

RANCANGAN  PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

A, HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakulkan pembahasan baik secara intermal
maupun dengan pihak Eksekutil aras Rancangan Peraturan Deerah tentang
Perubahan .atas Peraturan Dasrah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta memperhatikan hasil fasilitas|
Gubernur Jawa Tengah, maka Pansus | menyepaxat! beberapa bal sebagai
berilkur:

1. Penyusunan Peraturan Dacrah tentans Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2018 lentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan
Barang Mililk Dacrah (BMD) vang lehib relevan, adaptif, dan sesuai
dengan ketentuan Hukum vang berlaku Secara nasional, Perubahan ini
dimaksudkan untulk menvelaraskan substans pengaturan pengelolaan
BMD dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkal
pusat, khususnya vang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Namaor
28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Barang Millk Negara/Daeraly dars
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah

2, Raneangan Peraluran Daeral tentang Pérubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Dacruh i tidalk
hanya bersifat ponyesuasian normatil terhadap regulasi nasional, L L 1




juga meneerminkan kebutuhan internal Kabupaten Magelang dalam
meningkatkan kualitas pengelolaarn asel dacrah secara lebih akuntabel,
efisicn, dan adupiif lerhadap mntangan  sertn pelusing kera sami
pembangunan vang lebik [yas,

¥

+ Perubahan Peraturan Daerah ini bertujuan uniuk memperkuar landasan
hukum dalum pelaksanasn kerja sama pemanfsatan BMD deéngan pilialk
leetiga, termasuk melalul skema Bangun Guna Serah BGE), Bangup
Serah Guna (BSG), dan bentuk kerja sama strategis lamnva, Melaly
penguatan regulasi ini, BMD diharapkan dapat dimanfaatkan secary
produktil guns mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan
Pendapatan Asli Dacrah (PAD). Selain itu, perubahan ini Juga ditujukan
untuk menvempurnakan sistem pereneanaun dan penghapusan BMD
melalui pembaruan dokumer Rencana Kebutuhan Barang Milik Dacral
(RKBMD) vang lebih sistematis, rasional, dan sesuai dengan kondis
aktual.

4, Dengan memperjelas peran, Wewenang, dan tanggung jawab antara
Pengulola Barang, Pengguna Barang, serty pemangku  kepentingan
lainnys, perubahan aras peraturan  daerah  inj diharapkan dapar
memperkuat akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan BMD,
Sclain itu, dengan penataan kelembagaan yang lebih jelag diharapkan
mampu mencegah potensi PeEYImpangsn, penvalahgunaan, AU PN
kelalaian dalam pengelolaan BMD, Melalyi pengaluran  vang lebih
terstrukour dan sistematis, regulasi ini tidak hanva menjamin kepatuhan
terhadap ketentuan hukum. Wtapl juga mendorone lerbertuknya 1ala
kelola BMD vang responsif, transparan, dan  selaras dengan arah
pembangunan daerah yvang berkelanjutan,

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberépa hal di atas, pada prinsipnyva Pansus |
DPRD kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujul Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dacrah Nomor 3
Tahun 2018 twntang Pengclolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya
daput ditelapkan menjadi Peraluran Daerah Kabupaten Magelang dengan
beberapa peEnyempurnaan sebagaimana terlampir dalam lepuran Pansus ini.

Pansus | menvarankan kepadu Eksckutif ALEAT]

L. Meningkatkan kualitas pengelolaan BMD  dengan menekankan  pada
elektivitas, efisiens:. lransparans:, dun  akuntabilitos dalam  seliap
tahapannya, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemanfasatan
dan penghapusan BMD.

2. Mendorong optimalisasi pemaniaatan BMD vang memiliki qilai ekonormi
linggl, terutama vang berpotensi memberikan kentribusi signifikan
terhadap peningkatan PAD. Optimalisasi ini perly dilakukan melaly
stralegl vang terarah, SCPErtl pemetaan potensi BMD secars menveluruh,
kerja sama pemanfaatan dengan pihak keliga, serta PEnEUAtan tata
kelola BMD yang berfokus pada efisiensi dan peningkatan nila; tam bah,

3, Melaksanakan inventarisas BMD secars menveluruh tdan sislematis,
disertar dengan prases legalisasi  yvang komprehensif, khususnva
terhadap BMD yang berpotenst mengalami lumpang tindih kepemilikan
arau 'bﬁrsinggungan dengan instans: maupun pihak lain. Langkah ini
penting untuk mencegah sengketa kepemilikan, memperjelas statug
hukum BMD, scrta memperkokoh posisi hukum Pemerintah Daerah,
sehingea pengelolaan BMD dapal dilakukan sevara rtertib dan dapat
dipertangeungjawabian,

4. Peraturan Bupati dari Ruaperda lentang Perubuhan atas Peraturan
Baerah Nomoer 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaun Barang Milik Daeraly
i segera disusun dan ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaannya.




C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

k:

L

w

Hurul d konsiderans menimbang disempurnakan meniadi;

d. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebagaumnuana dimaksud dalam
huruf a, hurafl b, dan hurul ¢, perlu menetapkan Peraturan Dacrah
lertdng. Perubahan Atas Peraturan Deerah Kabupaten Magelang
Nemor 5 Tahun 2018 (entang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 1 angka [0 disesuaikan menjadi “Peraturan Daerah" dar vang
sebelumnya “Perda”

Pasal | angka 4 sehelum kata “ditambahkan” ditambahkan “dan
setelah ayat (6 dan selelah Rata “sehingga” ditambahkan “Pasal 197,
sehingga menjadi

Diantara avat (2) dan ayat (3] Pasal 16 disisipkan 1 [satu) ayvat vakng
avat (2a), diantara ayat (3] dan-aval (4) disisipkan 1 (satu) aval vakni

ayat (3a), setelah ayal (8) ditambahlkan 2 tclua} Ayl ",cL}-.ﬂ:I aval (7) dan

ayal (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagal berikur:,

- Pasal | angka 5, frasa "Pasal 37 avat (2)" diubah menjadi “avat (2|

Pasal 37" sehingga menjadi :
5 Ketentuan El}ELT (2) Pasal 37 dihapus sehingga Pasal 37 herbunyi
sebagai berikut;,.

Pasal | angka 10, kals “Ketentuan” dihapus, schingga menjadi:
10, Pasal 45 dihapus,

Pasal | angka 16, sctelah kala “sehingga” ditambahkan “Pasal 63",
seningsga menjadi
18, Retenruan avat (1) Pasa! 63 diubah, sehingga Pasal &3 berbunv
sebagai bertkut

. Pasal 100 ayvat (1) ditambahkan konjungsi, schinges berbunyi:

Pasal 100

(1) BGS/BSG herakhir dalam hal:
a. Berakhirnya jenghka wakiy BGS/BSG sebagaimana tertuany
dalam perjaniian BGS/BSG,
b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihiak oleh Buputl;
¢. berakhirnva perjanjian BGS/BSG; dan/atau
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal | angka 30 diubah meniadi sebagai berikut:

30. Ketentuan ayat (3] Pasal 141 diubuh schingsa Pasal 141 berbuny
schagal berikut:. .

Pasal | angka 31, sctelah kata "sehingga" ditambalkan “Pasal 146",
sehingga menjadi:
31. Ketentuan ayat (2) Pasal 146 dinbah sehingaa Pasal 148 berbunyi
sebagal berileut:, ..

10, Pasal | angka 32 diubah menjadi sebagai berikut;

11,

32, kKetentuan ayatl [3) Pasal 148 diubah sehingga Pasal 144
berbunyi sebuagai berikut,.,

Pasal 198 avat 6] dihanus,



11,

12, Pasal 199 avat (9) dihapus,

13. Pasal 1I, ditambahkan rumusan jangka wakiu penvelesaian
penyusunan peraturan pelaksanaan, sehingaa menjadi:

Pasal 11

l. Pemanfaatan Barang Milik Daerah vang dilaksanakan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dileksanakan sampai
dengan berakhirmya jangka wakty Pemanfaatan Barung Mililk
Daerah,

2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Dacrah ini harus diteta pkar
paling lama 1 (satu) thun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundeanskan.

3. Peraturan Daereh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

RANCANGAN  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR | TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

A, [HASIL PEMBAHASAN

Sctelah mencermatl, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan
pihak Eksekutif, terkait dengan Ramcangan Peraturan Daerah teritany
Perubahun atas Peraturan Daecrah Nomor 1 Tahun 2022 tentans
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pansus [ menyampatkan beberapa
hal sebagail berikur:

1. Penyediaan Perumahan bagl warga miskin/rentan miskin merupakan
kewajiban pemerintah daerah, Penyediaan perumahan itd amara lair
adalah penyediaan rumah bagi warga miskin yang belum memiliks
rumah, warga miskin/rentan miskin vang ditimbulkan oleh bencana
alam, dan warga yvang harus dipindahkan tempat finggalnya kareny
adanya program pemeritah, Dalam penyediaan perumahan perlu adanva
penyiapan lahan bagi warga yang akan menempati perumahan. Dalam
pelaksanaan  penyediaan  lawhan  ditemui kondisi vang ridak
memungkinkan untuk sesuai dengan peraturan vang ada, sedangkan
kebutuhan akan perumahan harus segera dipenubi, hal ini memeriukan
penyesuaian pada peraturan daerah,

Pengembang perumahan yang sudah menyelesaikan pembangunan
perumahannya wajib untuk melakukan penverahan Prasaranz, Sarang
dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Dalam hal ini penverahan PSU
Perumahan memerlukan biaya dalam proses peralihan dari hak £una
bangunan/hak milik pengembang menjadi hak pakai pemerintah dacraly,
pemerintah daerah perlu untuk ikul menangung biava proses in,

Berdasarkan pertimbangan terschbutl perlu menyusun Rancangsn
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Pergiuran Dacrah Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2. Pada Pasal 96 ayat (2] Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2022 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengatur bahwa pemanlaatan
tanah untuk kepadatan kaveling diatur 60% lahan efektif den 40% untk
prasarana lingkungan, Permasalahan muncul pada saat pemerintah
akan melakukan relokasi untuk korban bencana dan masyarakat vang
terdampak relokasi program pemeriniuh vaitu dengan kendisi lahan yang
terbatas tidak memenuhi komposisi kepadatan kaveling karena di sisi
lain harus memenuhi Pasal 96 avat (6), luas kaveling setiap unit rumah
paling sedikit 60 meter persegi dengan lebar muka paling sedikit 6 meter,



Pada saal proses pemecahan tanah di BPN harus dilengkupi dengan
rencana lapak yvang mendapat perselujuen dari DPRKP, Apabila rencans
tapak vang diajukan tdak memenuhi Pasal 96 ayal (2) dan wyvat (6),
maka persetujuan tidak dapat diberikan sthingga proses pemecahan
ranah untuk [ahan relokasi tidak dapat dilakukan,

Pada Pasal 96 ayat (4), pemanifaatan rtansh untuk kepadatan kaveling
sebagaimana dimaksud pada avat Pasal 96 ayvat (2] dan avat (3] ridak
berlaku dalam hal kepadatan kaveling telah diatur dalam keteniuan
perdturan perundang-undangan:. Hasil konlirmasi dari BPBD selaki
instansi yang menangani kebencanasn Bahws dalam Peraluran Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor & Tahun 2017 lentang
Penyelenggarsan  Rehabilitasl  dun Rekonstruksl  Pascabencana,
komposisi  kaveling untuk  beresna  Lidak diatur  khusus  justry
menyebutkan bahwa komposisi tersebut mengikut kementerian teknis,

Untuk mengatast permasalahan  di alds, Pasal 96 ayar  (2u)
ditambahkan ketentuan pengecuslian untuk  program  perumahan
bantuan sosial, relokas bagi masyvarakat yang lerdumpak bencana awsu
relokasi program pemerintah dacreh tidak herlaku sepaniang pemberi
ATHEEArEN Mengalur socara khusus,

Harapannyva adalah program dan kegiatan perumahan vang berupa
bantuan dan  bersifar  sosial menjadi  lebih  fleksibel  dalam
pelaksanaannya, namun pemenuhan PSU  Perumahan juga dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan,

A Terkait Pasal 29 avat (7), biava balik nama peralihan hak atas nama
Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pengembang Perumahan,
Adanya pasal terscebut mengakibatkan terhambatnyy proses serah terima
PSU  Perumahan karena pengembang  Perumahan udak bersedia
menanggung biaya serah terima PSU Perumahan. Hal ini juga sejalan
dengan pernyataan Kementerian PUPR dalam berbagal acara bahwa
biaya penyerahan PSU Perumahan  merupakan tangsgung  jawal
Pemcrintah Dacrah.

Untuk mengatasi permasalahan terscbut, ketentuan ayat (3), avar (7).
dan gyat (8) Pasal 29 diubah. Biaya balik nams peralihan hak ares nama
Pemerintah Daersh menjadi langgung jawab Pemerintah Daerah dan
pengembang. Dalam hal pengembang perwmahan meninggal dunia dan
tidak ada yang melanjutkan usahanya, tidak diketahu keberadaannvy,
pailit, atau tidak menjalankan Usahanya sedanghkan prasarana, sdrita,
dan utilitas belum diserahkan, Pemerintah Dacrah memb il berita acara
perolehian  Prasarana, Sarana, dan Uliditas Umum Perumahan dan
Permukiman,

Dengan solusi tersebur, harapannyd pengembang akan termotivasi
untuk melaksanakan penyverahan PSU Perumahan karena tdak terbeban
oleh biayva sertifikar,

B. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas. pada prinsiprnva Pansus [
DPRD Kabupaten Magelang menvetujuj Rancangan Peraturan  Daerab
tentang Perubahan atas Peruturan Daerali Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perumahan dan Kawasap Permukiman dengan perubahan schasaimana
terlampir, untuk selanjutnva daps dimmtakan persetujuan dalam Ruapat
Paripurng DPRD.

Pansus [l menyarankan kepada Eksekutil agar:

1, Peraturan Bupati/peraturan  pelakssnaan dari Rancangan Peraturan
Dacrah tentang Perubahan gtas Peraturan Daerah Nomor i Tahun 2022




tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ségers disusun dan
ditctapkan agar perda dapat segera dimplementasikan,

2. Pansus I menckankan penguatan pengawasan lerhadap pengembuang
vang nakal. Secara umum, Pansus I mendorong  Pengendalian
Perumahan yang dilaksanukan oleh Tim Pengendalian Perumahan makin
digalakkan, dalam semua tahapan perencanaun, pembangunan, dan
pemanfaistan, dalam bentuk perizinan, penertiban dan/atay penaraan,

C, HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

1. Diktum Menimbang huruf b, frasa "mengurang backlog” diubah
menjadl “memenuhi kebUtuhan akan rumah”,

2. Pasal 29 ayat (1) dan avat (4), penulisan frasa “setiap orang” menjadi
"Setap Orang” karena penulisan hurul awal Hap kata atau istilah
vang sudah didefinisikan alau diberi balgsan pengertian dulam
ketentuan umum ditulis dengan huruf kKapital batk digunakean dalam
norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran,

3. Angka 2, frasa *2 (dug) avat” menjadi “1 (saty) ayart”, frasa “dan ayat
(2B)" dihapus, sehingga menjadi @ “Ketentuan avar (4) dan aval (5
Pasal 96 diubah dan diantara ayat (2) dan aval (3) disisipkan | [satu)
aval yaknt avat (2a), sehingea Pasal 96 berbunyi sehagai berikut:”

4. Pasal 96, ayat (2a) dihapus, ayat (2b] diganti menjadi aval (2a),
sebagar herikur:

(2a) Ketentuan pengecualian untuk program perumahan Rantuan
sosial, relokasi bagl masyarakat vang terdampak bencans atau
relokast program pemerintah daerah sehagaimang dimaksud pada
avat (2) tidak berlaku sepanjang pembert anggaran mengatur secara
khusus,

3. Pasal IT, diubah menjadi;
Pasal 1]

L. Peraturan pelaksana dari Peraturan Dacrah ini harus citetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daersh in
diundangkan.

2. Peraluran Daerah ind mulai berlaky pada tangeal diundangkan.
B, Penjelasan Pasal 86 ayat (2a) dan avat (20)] dihnpus,
7. Penjelasan Pasal 96 ayat (2a), menjadi;

Pasal 96

Avat (2a)

Yang dimaksud “pemberi anggaran” cadalah  pihak  vang
mengalokasikan anggaran,



V.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN
MAGELANG

A, HASIL PEMBAHASAN

Setelah mencermati dan melakikan pembahasan baitk secara internal

maupun dengan pihak Thsekutil atas Réancargan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Perscroan Daerah Bank Perekonomian Rakyal Bank Bapas 849
Rabupaten Magelang serta memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa
Tengah, maka Punsus |l menyepakali beberapu hal sebuagal berikul:

L,

[

Pembentukan  Peraturan  Daerah Kabupalen  Maugclang lenlang
Perusahaan Perseroan Daeraly Bank Perekonomian Rakyat Bunk Bapas
6% Kabupaten Magelang merupakan kKewcnangan Daerah sebagai wljud
kemandirian dacrah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganyy
berdusarkan peraturan perundang-undangan vang lebih tingal schingga
perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi vang buru. Menginga
Ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf a Undang-Undang Nomir 4 Tahun
2023 wntang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang
menyebutkan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perlereditan Rakyar”
menjadi “Bank Perekonomisn Rakyat" dilakukan paling lama 2 (tiva)
tahun terhitung scjak Undang-Undang tersebun diundangkan, malka
diperlukan adanya dasar hukum bary vang menuungl berdirinva PT BPR
Bank Bapas 69,

. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomar 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Selroar Kedangan atsu yang selanjumys
discbut dengan UU P2SK, memberikan implikasi pada tata kelola Bank
Perkreditan Rakyval (BPR) di Kabupaten Magelang sebagaimana diatur
datam  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 202()
lentang Pertisahaan Persercan Dacrah Hank Perkredilan Rakyal Bank
Bapas 69 Kabupaten Magelang, Implikasi UL P2SK diantaranva meliputi
perubahan nomenklatur yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyut
menjadi Bank Perekonomian Rakyul, serta adanya penambahan keglaran
usaha berupa  kegiatan  transfer dana, penulkaran  valuta asing.
feksibilitas untuk bekeria sama dengan lembaga keuansan lainnya
seperti asurans:, pengembiangan digitalisast lavanan perbankan, dan
untuk memperkuat permodalannya BPR depar melakukan penawiran
umunm di bursa elek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Belum  terukomodirnya beberapa kelentuan dalam Peraturan Daeraly
eksisting berupa mencrima stmpanan berupa giro, melakukan Kegiatan
uszha dalam valyly asing; memberi surar berharga. melukukan kegiatan
perasuransian, dan melakukan usaha lain, maka perda lama yvaity
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Persernan Daerah Bank Perkreditan Rakyvat Bank Bapas R0
Kabupaten Magelang periu untuk diselaraskan dan disesuaikan dengan
peratliran vang lebih linggi guna memenuhi kebutuhan masyvarakat o
Kabupaten Magelang melaluj pengundangan peraturan dacrah bary yang
lebih komprehensil untuk mencabul Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentans Perusahsaan Perscroan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabuparen Magelang,

- Berdasarkan  Keputusan Menter Hukum dun Hak Asas| Nomor AHU

QO34278.AH.01.01 tanggal 27 Mei 202 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perusshasn Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan
Rakyal Bank Bapas 69 (Perseroda) dan Keputusan Ororitas Jasy
Keuangan Nomar KEP-86/KR/.03/2021 Tanggal 8 Juli 2021 perihal
Pengalihan Izin Usaha BPR dard Bentuk Badan Hukum Lama kepada
Badan Hukum Baru dan dilakulan launching Perubahan Badan Huklm




paca tanggal 15 Juli 2021 dan melalui RUPS pada tanggal 21 Desember
2020 Badan Hukum Perusahaan Duaeral Bank Perkreditan Rakyat Bank
Bapas 69 dibubarkan dan diganti menjadi Perusahaun Persernan Dacrah
Bank Perkreditan Rakvar Bank Bapas 69 Sclelah adanva UU P25K,
diubah namanya menjadi  Perusahaan Perscroan  Daerah Bank
Perekonemian Rukynt Bank Bapas 69 RablUpaten Magelang,

o

Struktur permodalan dan kepemilikan mods! disar PT HPR Bank Bapas
69 adalah 100% milik Pemerintah Kabupaten Magelang, Berdasarkan
Peraturan Dacrah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahur 2020 temtang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69
Kabupatern  Magelang, moda! dasar ditetapkan  sebesar  Rp

200,000.000.000,- (dua ratus miliar rupiali),

6. Dasar hukum yang digunakan dalam Raperda tentang Perusahaan
Perseroan Daerah Bank Perekonoman Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten
Magelang diantarenya adalah Undang-Undung Nomor 4 Tahun 2023
tentang pengembangan dan Penguatan Sekior Keuapgan, Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya vang mengarur
tentang BUMD, Permendugri Nomor 21 Tehun 2024 tentang Pengelolaan
Bank Perekonvmian Rakyal Milik Pemerintah Dacrah dan  Bank
Perekonomian Rakyal Svariah Milik Pemerintah Daerah, Peraturan OJK
Nomer 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakval (BPR) dan
Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), dan Peraturan Odk
Nomoer 9 Tahun 2024 tentang Pencrapan Tata Kelola bagi Bank
Perekonomian Rakyat dan Bank Perckonomian Rakyal Syariah.

7. Bubstansi Rancangan Peraluran Daerah lentang Perusahaan Persergan
Dacrah Bank Perckonomian Rakyat Bank Bapas 69 Ka bupaten Magelang
yang perlu digarisbawahi adalah mengenai BPR  Bank Bapas 69
Kabupatlen Magelang vang saat ini dupat membuka dan menutup Kantor
Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Kouangan Khusus dan Kantor Kas
Terdapat kiausul yang mengatur tentang fleksibilitas dimana BPR diberi
ruang gerak vg lebih leluasa sebagaimana welah disebutkan dalam angka
2 diatas. Berkaitan dengan penghasilun Direksi dan Komisaris, masih
sama dengan perda lama hanya saja dalam raperda ini lebih diperined.
Terkait Dircksi BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magclang vang saat inj
berjumlah tiga orang telah direkomendasikan oleh OJK untuk
menambahkan satu direktur lagl, yaitu Direktur Bisnis dan sedang
dalam tahap pengkajian lebih lanjut dari BPR Bank Bapas /9 Kabupiaten
Magelang,

& Peraturan Dacrah ini sangat diburuhkar dalam memberikan kepastan
hukum organisasi dan kegiatan usaha PT BPFR Bank Bapas 69 agar tetap
dapat efektil bekerja dalam memenuhi kebutuhan masyarakat scria
memberikan kontribusi  kepada sumber Pendaparan  Asli  Daerah
Kabupaten Magelang,

Y. Ranecangan Peraturan Dacrah tentang Perusahaan Persercan Daerah
Bank Perekonomian Rakyar Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang setelah
melalul  proses harmonlsasi, pembahasan di tingkat Pansus., dan
memperhatikan hasil  fasilitasi Gubernur  Jawa Tengah  secara
keseluruhan terdiri dari 21 Bab dan 4] Pasal dengan rincian hasil
pembahasan sebagaimana terlampir,

B. KESIMPULAN DAN SBARAN

|, Dengan memperhatikan beberapa hal di alas, pada prinsipnya Pansus |l
DPRD Kabupaten Magelang telah membahas dan menyetujul Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Perusahasn Perseroan Daserah Bank
Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang untuk
sclanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dacrah Kabupaten



Magelang dengan beberapa penvempurnasn sebagaimana  terlampir
dalam laporan Pansus ini,

2. Terhadap rancangan peraturan dacrah terscbul, Pansus 1l menyarankan
agar ketenmuan vang telah werakomodic dalam ruperda terscbut dapa:
dilaksanakan sebailk mungkin sesudl dengan aluran vang mendasari
demi kemajuan Perusahaan Perseércan Dacrah Hank Perekonomian
Rakyvat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang vang nantinya akan ikus
memberikan dampak positit dalam memenuh kebutuban masviarakir
Kabupaten Magelang serta memberikan kontribusi kepada  sumber
Pendapatan Asli Daerah Kabuparen Mugelang,

C. HASIL PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

I. Pasal 1 angka 14, batasan pengertian tenlang Komite Audit cihapus
karena dalam batang tubuh tidak banyak disebutkan,

2, Pasal 6 ayat (4) disempurnakan sclungga menjadi:

(%) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) selain melaksanakarn kKeglatan
usaha sebagaimana dimaksud pada avat (3), juga dapat

8. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desza, Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atay bentuk
lainnva yang dipersamakan;

b, melakukan  optimalisasi program dan Kegiatan dalam  layanan
perbankan sesual dengan kelentuan peraturan perundang undangan:

¢. melakukan penyaluran kredit usaha ragyal dan kredit usaha rakyar
daerah; dan

d, membantu pemerintah desa melaksana kan fungsi pemegang kas dess
dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dar!
Bupsall sesual dengan ketentiuar peraturan perundang-undargan.

3. Rujukan dalam Pasal 14 ayat (1) disesuaikan sehingga menfadi:

(1) Pelaksuna kewenangan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3] dapar diberikan insentif vang bersumber dari hasil pengelalaan
kekayaan Dacrah vang dipisahlkan,

4. Pasal 19 ayal (3) ditambahkan konjungsi sehingga menjadi:

(3) Anggota Direksi diangkal untuk masa jabaran paling lama 5 (limu|
tahun dan dapat diangkat kembali umtuk 1 [satu) kali masa jabaran
kecuali:

a, ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-
undangan; dan
b, dalam ha! anggota Direks memiliki keahlian khusus dan/ atay

prestasi yang sangal baik, dapatl diangkat uniuk masa Jabatan vang
ketiga,



-

5 Pasal 40 disempurnakan sehingga menjodi:
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Duerah
Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 lentang  Perusahaan
Perseroan Daerah Bunk Perkreditan Rakyat Bank Rapas 69 Kabupaten
Magelang (Lembaran Daerah Kabupalen Magelang Tahun 2020 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupates Magelang Numor 72} dicabui
dan dinyvatakan tndak berlalku,

KETUA DFRD
KABUPATEN MAGELANG,

1I'I'L‘L?;jﬁ"5‘-%fﬂ§{'lr'?fé _:-PA‘EREFI“
WAKIL KETUAL |

' ﬁ, WAKIL KETUA I
' | WAKIL KETUA |if




5. Pasal 40 disempurnakan sehingga menjad]:
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah inl mulai berlaku, Peraturan Dacrsh
Kabupaten Magelang Nemor 7 Tahun 2020 rentang Perusahaan
Perservan Dacrah Bank Perkredilan Rakyat Bank Bapas £9 kabupaten
Mugelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Namne 7,
Tambahan Lembarar Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72} dicabu
dan dinvatakan tidak berlaky, '

KETUA DPRD
RABUPATEN MAGELANG,

SAKIK




BERITA ACARA

NOMOR - 180/ 45§ /01.02/2025
NOMOR . 170 /343 /02/2025

PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI MAGELANG
DENGAN
DPRD KABUPATEN MAGELANG
TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN

Pada hari inl selasa tanggal tiga bulan juni tahun dua riby dua puluh lima, kami yang

bertanda tangan df bawah ini -

1. GRENGSENG PAMUJ Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak
untuk  dan  atas nama  Pemerintah
Kabupaten Magelang yang beralamat di
JI. Seekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid,
selanjutnya  disebul sebagal PIHAK
KESATU

2. SAKIR, S.S0s. © Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Dalam hal ini bertindak untuk dan alas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Magelang, seianjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa °

1 PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA telah bersama-sama membahas dan
menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mageiang yang meliputi
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi Dasrah:




& Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomar & Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

]

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022 lentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. dan

d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Dasrah Bank
Perekonomian Rakyat Bank Bapas 68 Kabupaten Magelang.

2 PIHAK  KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Dasrah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah
untuk mendapatkan Evaluasi

3 PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, hural © dan huruf @ kepada
Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat Nomaor Register setelah ditandatangan
Berita Acara Ini,

Demikian Berita Acara Inl dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak datam
rangkap 2 (duaj untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kota Mungkid, 3 Juni 2025

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
KETUA DPRD

ENGSENG PAMUJI
'| JABATAN PARAF
|5e] JABATAN |PARAF WAKIL KETUA |
| 1] sSewwan [ a ATy -_!.'CT.E'!U."-*.J! |_
2 | kA BAG | £/ R D
- o B .__J_ 4{ L ,_._: A




